Nama Organisasi

Tugas dan Kewajiban
Fungsi

Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

TAHUN 2021 - 2026

. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

¢ Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
¢ Melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan urusan perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi
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GGUNG
NO | SASARAN STRATEGIS | NOIKATOR KINERJA PERHITUNGAN DAN PENJELASAN SUMBER DATA e
UTAMA JAWAB
1 |Meningkatnya Persentase kontribusi Distribusi Persentase Produk Domestik Kabid Binwas Industri, Kepala OPD
perencanaan dan industri pengolahan Regional Bruto Atas Dasar Kabid Sapras Industri
pembangunan industri  |terhadap PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Lima
Persentase peningkatan (jumlah binaan IKM tahun n - jumlah binaan | Kabid Binwas Industri, Kepala OPD
produk IKM yang IKM tahun n-1) / jumlah IKM s/d tahun n x | Kabid Sapras Industri
berkualitas 100%
2 |Meningkatnya Persentase peningkatan (jumlah pencari kerja yang terdaftar Kabid Tenaga Kerja Kepala OPD
penempatan tenaga kerja |penempatan tenaga kerja mendapat pekerjaan tahun n - jumlah
pencari kerja yang terdaftar mendapat
pekerjaan n-1) / jumlah pencari kerja yang
terdaftar s/d tahun n x 100%
DAN TENAGA KERJA
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PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota J1. Prof.Dr.H. Aziz Haily MA
Bukit Limau Sarilamak Telp/Fax : 0752-7470736

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 763 /S-Kep/INAKER.1/IX/2021

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS,
Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2021-2026.
Menimbang

a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi Misi Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026
yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan dijabarkan
dalam Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026, diperlukan tolak ukur yang jelas dan
sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
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menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tentang Indikator
Kinerja Utama (IKU) OPD Tahun 2021-2026.

Mengingat 3 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4700);

N

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
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10.

il.

12.

13.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 20114 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatat Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
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14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 60); o
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor ).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU . Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026
sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA . Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis Instansi Pemerintah dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana
kerja tahunan, rencana kerja dan ' o
anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

. Penyusunan laporan kinerja, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap
KETIGA pimpinan organisasi perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota dan disampaikan kepada Bupati Lima Puluh Kota.

KEEMPAT . Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan

diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya.
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Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal
September 2021

KEPAL?Z

NIP. 1?31206 198903 1 009
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